
 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  2 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI 
INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 

Bidang Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Komisi 

Informasi di daerah dilaksanakan oleh pejabat eselon tiga yang 

tugas dan fungsinya membidangi kesekretariatan Dinas; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah perlu 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Sekretariat 

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah 

dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1622); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843);  
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5149); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 

Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 62); 
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13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); 

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan 

Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 43); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 

TAHUN 2018 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 

 

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Sekretariat Komisi 

Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 37) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Sekretariat KI Kalteng dilaksanakan oleh pejabat 

administrator yang tugas dan fungsinya membidangi 

kesekretariatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 

(2) Sekretariat KI Kalteng dipimpin oleh Sekretaris yang 

sekaligus sebagai Panitera, yang secara ex-officio dijabat 

oleh Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 

yang secara teknis administratif bertanggung jawab 

kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi, 

Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi 

Kalimantan Tengah dan secara teknis operasional 

bertanggung jawab pada Komisioner KI Kalteng, sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan 

Statistik Provinsi Kalimantan Tengah memberikan 

dukungan administratif, keuangan dan tata kelola 

kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. 

(2) Sekretariat KI Kalteng melaksanakan: 

a. fungsi kesekretariatan; 

b. kepaniteraan; dan  

c. administrasi penyelesaian sengketa informasi publik. 

(3) Pelaksanaan kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dilakukan dengan menugaskan 

sekretaris KI Kalteng untuk menjadi panitera atau 

mendelegasikan tugas panitera kepada panitera 

pengganti dengan tugas : 

a. menerima registrasi;  

b. mengatur jadwal sidang; 

c. memanggil para pihak; 

d. memandu dan mendamping sidang; 

e. mencatat proses dan hasil sidang; 

f. memberikan masukan pada majelis komisioner; dan 

g. menyampaikan hasil putusan Mediasi dan Ajudikasi 

Nonlitigasi. 

(4) Pelaksanakan administrasi penyelesaian sengketa 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c dilakukan dengan cara:  

a. memfasilitasi sidang; 

b. mendokumentasikan seluruh rangkaian sidang; 

c. memfasilitasi kegiatan KI Kalteng dalam rangka 

penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan 

d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Dihapus. 

(2) Dihapus. 

(3) Susunan Sekretariat KI Kalteng sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) secara ex-officio melekat pada Sekretariat 

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan 

Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 

(4) Dihapus.  
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4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

Segala pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini 

dibebankan pada:Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi KI Kalteng penganggaran disediakan: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah; dan 

b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak 

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal  12 Januari 2021 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

SUGIANTO SABRAN 

 

Diundangkan di Palangka Raya 

pada tanggal  12 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

FAHRIZAL FITRI 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 2 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM,  
 

 
 

 

SARING, S.H., M.H. 
NIP. 19650510 198703 1 003 
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